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BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK TENTANG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERDATA DALAM   UPAYA HUKUM PERDATA GANTI RUGI KORBAN
A. Masalah Hukum
Masalah hukum yang akan dibahas adalah : 
1. [bookmark: _GoBack]Apakah Upaya Hukum Perdata Ganti Rugi Korban Dalam Putusan Nomor : 18/Perdata.G/2020/PN Soasiao Telah Sesuai Dengan Aturan Hukum Perdata ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Upaya Hukum Perdata Ganti Rugi Korban Dalam Putusan Nomor 18/ PDT.G/2020/PN. Sos Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia.
B. Tinjauan Teoritik Tentang Unsur Perbuatan Melawan Hukum Perdata Dalam   Upaya Hukum Perdata Ganti Rugi Korban
1. Teori Mengenai Hukum Perdata
Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini, dimana yang mendasari dari berlakunya produk hukum warisan kolonial Belanda tersebut adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-Undang, melainkan hanya sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis.Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia tersebut terdiri dari 4 (empat) Buku, yaitu :
a. Buku Kesatu tentang Orang.
b. Buku Kedua tentang Kebendaan.
c. Buku Ketiga tentang Perikatan.
d. Buku Keempat tentang Pembuktian Dan Daluwarsa.
Berkenaan dengan Buku Ketiga mengenai Perikatan, undang-undang sendiri tidak memberikan definisi tentang perikatan. Adapun definisi dari hukum perikatan (Verbintenis recht) hanya di berikan oleh ilmu pengetahuan,yakni :
“Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih  dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu[footnoteRef:1] [1: Purwahid Patrick, Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian Dari Undang-undang,Mandar Maju,Semarang,2014, Hlm, 1
] 

Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain itu menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan iktikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang yang dimaksud dalam hubungan hukum itu dapat berupa manusia pribadi atau berupa badan hukum berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Orang sebagai manusia pribadi atau badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata.
Hukum perdata dapat bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan undang-undang Republik Indonesia. KUHPdt dan KUHD berbentuk kodifikasi yang tidak memerlukan aturan pelaksanaan lebih lanjut dalam pemberlakuannya. Kedua kodifikasi hukum tersebut berasal dari Belanda seperti tertuang dalam Staatsblad (Stb) Nomor 23 tahun 1847[footnoteRef:2] [2:  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya bakti,Cetakan Kelima Bandung 2017, hlm, 2. ] 

Kitab Undang-Undang Hukum perdata, masalah keadaan memaksa force majeur ini di atur dalam ketentuan Pasal 1244 dan 1245, di mana dalam kedua pasal tersebut terdapat bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Adapun dasar pikiran pembuat Undang-Undang ialah : “Keadaan memaksa force majeur adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, sehubungan dengan keadaan memaksa ini, kemudian timbul akibat hukum, yaitu:
a. Penggugat tidak dapat meminta pemenuhan prestasi, force majeur sementara sampai berakhirnya keadaan memaksa tadi.
b. Gugurnya kewajiban tergugat untuk mengganti kerugian.(Pasal-pasal 1244 dan 1245 KUH.Perdata
c. Pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian.
d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.[footnoteRef:3] [3: Ibid,hlm, 21   ] 

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum Perdata
Perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam Buku III Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur Tentang Perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan dapat bersumber dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang.
Berdasar pada Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang undang dapat dibagi atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan manusia. Perikatan yang bersumber dari undang-undang saja adalah perikatan yang terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. 
Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia maksudnya adalah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan kepada orang tersebut. Tingkah laku seseorang tersebut merupakan perbuatan yang menurut hukum dibolehkan undang-undang atau perbuatan yang tidak diperbolehkan undang-undang (melawan hukum) Mengenai perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melawan hukum, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian tersebut. Pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian tersebut. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata senantiasa memerlukan materialisasi diluar KUHPerdata Perbuatan melawan hukum mengandung arti aktif dan pasif.
Kerugian seseorang karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut :
Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:[footnoteRef:4] [4: Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer, cet.4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013,hlm,3. ] 

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:[footnoteRef:5] [5: Ibid,hlm,3 ] 

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.
Istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.
 Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.Meninjau perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :
a. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
c. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata, sebagai berikut :
Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.
Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatas merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung , dikenal juga dikenal perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut Pasal 1367 KUHPerdata :
a. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
b. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
c. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
d. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang–orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
e. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban majikan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya.[footnoteRef:6]Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 a KUHPerdata, Tanggung jawaban majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya[footnoteRef:7]: [6: Ibid,hlm,128. ]  [7: Ibid,hlm,131. ] 

Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah
Putusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938 mengatur pula pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang sekalipun diluar tugas sebagaimana yang diberikan kepada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan[footnoteRef:8]: [8: Ibid, hlm, 131] 

Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dimaksudkan untuk mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan.

Selain manusia sebagai subyek hukum, badan hukum (rechtspersoon) juga merupakan subyek hukum, yaitu memiliki hak hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum dapat menjadi subyek hukum dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
a. Jika badan hukum tersebut memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang bertindak dalam badan hukum itu;
b. Jika badan hukum tersebut mempunyai kepentingan kepentingan yang sama dengan kepentingan orang perorangan yaitu kepentingan sekelompok orang dengan perantara pengurusnya.
Badan hukum dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan dalam persetujuan perburuhan dan dapat juga dipertanggung jawabkan atas tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain.[footnoteRef:9] [9: Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Cet.1, Edisi Revisi,Mandar maju, Bandung, 2018, hlm.51. ] 

Teori organ mengakui dalam badan hukum terdapat orang di samping anggotanya, orang tersebut mempunyai kecakapan untuk bertindak dan juga memiliki kehendaknya sendiri. Kehendak tersebut dibentuk dalam otak para anggota, akan tetapi karena para anggota tersebut pada waktu membentuk dan mengutarakan kehendaknya bertindak selaku organ, yakni sebagai bagian dari organisme yang berwujud orang, maka kehendak tersebut juga merupakan kehendak dari badan hukum.[footnoteRef:10] [10: Ibid,hlm,175. ] 

Hoge Raad menganut teori organ dan menjadikan teori ini sebagai yurisprudensi tetap karena menurut teori ini badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yakni bilamana organnya melakukan perbuatan melawan hukum.[footnoteRef:11] Bilamana suatu badan hukum dianggap sebagai benar-benar orang yang mempunyai wewenang untuk bertindak, dengan memiliki kehendaknya sendiri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa badan hukum tersebut harus pula dapat dianggap memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan melawan hukum.[footnoteRef:12] [11: Ibid,hlm,176.]  [12: Ibid,hlm,176. ] 

Perbuatan organ dapat dipertanggung  jawabkan kepada badan hukum, harus ada hubungan antara  perbuatan dengan lingkungan kerja dari organ. Organ tersebut telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan formil dari wewenangnya. Jika organ badan hukum bertindak untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya dan tindakan tersebut melawan hukum maka perbuatan melawan hukum oleh organ tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari badan hukum.
Permasalahan tentang organ perlu kiranya dikemukakan perihal wakil. Vollmar mengadakan perbedaan antara organ dan wakil. Organ menurut Vollmar adalah merupakan wakil yang bertindak untuk badan hukumnya. Di samping wakil sebagai organ tersebut menurut Vollmar ada pula wakil yang bertindak tidak sebagai organ. Adapun mengenai organ tersebut dapat dibedakan antara organ bukan sebagai bawahan dan organ sebagai bawahan.[footnoteRef:13] [13: Ibid,hlm,177. ] 

Vollmar memberikan perumusan tentang organ sebagai berikut :[footnoteRef:14] [14: Ibid,hlm178. ] 

Organ adalah wakil yang fungsinya mempunyai sifat yang berdiri sendiri, yakni dalam arti bahwa cara mereka harus menjalankan tugasnya dan cara mereka harus mewakili badan hukum sepenuhnya adalah diserahkan pada mereka sendiri, sekalipun pelaksanaannya harus dilakukannya dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, atau peraturan dan sebagainya.

Badan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawabannya secara langsung adalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan bukannya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. Jika perbuatan melawan hukumnya dilakukan oleh seseorang bawahan maka badan hukum harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHperdata. Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 KUHPerdata bahwa :
Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut

3. Teori Upaya Hukum Perdata
Upaya hukum) adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. Adapun jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu upaya hukum biasa, adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari: (a). Perlawanan (verzet), diatur dalam Pasal 129 ayat (1), Pasal 196, Pasal 197 HIR; (b). Banding, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (c). Kasasi, diatur dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Upaya hukum luar biasa, adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde).dan upaya hukum ini dalam asasnya tidaklah menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari: (a). Perlawanan pihak ketiga (denden verzet) terhadap sita eksekutorial (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/ Sip/ 1962 tanggal 21 Oktober 1962; (b). Peninjauan kembali (request civil), diatur dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, Pasal 72 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1982
Sema Nomor 5 tahun 2021, mengatur tentang Putusan perkara pidana yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dalam perkara perdata sebagai bukti adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat atau adanya pemalsuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf (a) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Undang Undang Mahkamah Agung) dapat diterima jika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah perkara perdata objek permohonan peninjauan kembali diputus oleh Judex Facti[footnoteRef:15] [15: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11ecb0a7fbd5e98a97da313130363437] 

4. Teori Tentang Ganti Rugi 
a. Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata
Akibat hukum yang timbul dari adanya wanprestasi adalah keharusan bagi tergugat membayar “ganti rugi”. Adanya wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian. Adanya kewajiban ganti rugi bagi tergugat telah ditentukan oleh undang-undang bahwa tergugat harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling). Lembaga pernyataan lalai ini berguna sebagai parameter apakah si tergugat benar telah melakukan wanprestasi atau tidak. Mengenai hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan[footnoteRef:16]: [16:  Purwahid,Patrik, Opcit ,Hlm 21  ] 

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila tergugat setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. 

Maksud “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari penggugat tentang selambat-lambatnya tergugat wajib memenuhi prestasi. Jika saat ini dilampaui, maka tergugat ingkar janji atau wanprestasi.  seperti yang disebut di atas dikenal dengan nama “somatie”, yang isinya berupa pernyataan penggugat agar tergugat melunasi kewajibannya dan dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan.   
b. Ganti Rugi Karena Wanprestasi
Wanprestasi secara umum pengertiannya adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak seperti yang diperjanjikan atau yang selayaknya. Kalau begitu seorang tergugat disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam pelaksanaan prestasi telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya/selayakanya”. Maksudnya adalah bahwa prestasi dilaksanakan sebagian atau tidak sama sekali sehingga tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam perjanjian.Hak-hak penggugat dalam hal terjadinya ingkar janji adalah:
1) hak menuntut pemenuhan perikatan;
2) hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan;
3) hak menuntut ganti rugi;
4) hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.   
Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan bagi tergugat membayar “ganti rugi”. Adanya wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian. Adanya kewajiban ganti rugi bagi tergugat telah ditentukan oleh undang-undang bahwa tergugat harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling). Lembaga pernyataan lalai ini berguna sebagai parameter apakah si tergugat benar telah melakukan wanprestasi atau tidak. Mengenai hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan:
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur/tergugat setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. 

Maksud “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari penggugat tentang selambat-lambatnya tergugat wajib memenuhi prestasi. Jika saat ini dilampaui, maka tergugat ingkar janji atau wanprestasi. seperti yang disebut di atas dikenal dengan nama “somatie”, yang isinya berupa pernyataan penggugat agar tergugat melunasi kewajibannya dan dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan
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